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TERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA

DINAS KOh,IUNTKASI DAN TNFORMATIKA KAB. TAPANULI SELATAN

DENGAN

LEMBACA PENYIARAN PUBLIK RADIO REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

PEMANFAATAN PORTAL RRI.CO'ID/RRI NE1VS UNTUK

DISEMINASI INFORMASI PEMBANGUNAN DAN PROMOSI

TOTENSI DAERAH

ITIOMORT

NOMOR: 75 IPKSIRRI-SBG/0812024

Pada hari ini Kamis, tanggal Dua Belas,

{12-09-2A24), bertempat di Kantor Dinas

kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I" Drs. M,Inganan Dalimunthe

II. Yanni Peter tatuheru, S'Sos

bulan September, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat

Komirnikasi dan tnformatika Kab.Tapanuli Selatan,

: Dalam jabatannya selaku Kepala Dinas

Komunikasi dan Informatika Kab.

Tapanuli Selatan, yang berkedudukan di

Komplek Perkantoran Pemerintahan

Kabupaten Tapanuli Selatan Jl. Prof.

Lafran Pane Sipirok, Kab. T[Panuli

Selatan, Sumatera Utara, untuk

selanjutnya disebut sebagai PIHAK

KESATU.

: Dalarn jabatannya selaku Kepala RRI

Sibolga yang berkedudukan di Ji' Ade

Irma Suryani Nasutian No. 11,

Sirnare-mare, Sibolga Utara, Kota

Sibolga. Dalam hal ini menjalani

jabatannya sebagaimrana tersebut

berdasarkan SK Direktur Utama LPP

RRI Nomor 666 Tahun 2A24, tanggal 17

April 2024,untuk selanjutnya disebut

sebagai PIIIAK KEDUA
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Bahwa PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA seeara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan

secara bersama d.isebut PARA PIHAK, dalam kedudukan masing-masing terlebih dahulu
menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Pihak Kesatu adalah Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Tapanuli Selatan
2. Pihak Kedua adalah Lembaga Penyiaran Publik Radio Repubiik Indonesia Stasiun

RRI Sibolga.

Berdasarkan hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewena*gan
masing-masing PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Perjanjian Keria
Sama tentang Pernanfaatan Podal rri.co.idlRRl News untuk diseminasi informasi
pembangunan dan prornosi potensi daerah dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai
berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

I. Perjanjian ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Para Pihak dalam melakukan kerja
sama melalui kegiatan sebagaimana dimaksud dalarn ruang lingkup Perjanjian ini.

2. Perjaajian ini bertujuan untul< m*ningkatkan kerja sama dan koordinasi antara Para
Pihak dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan
masing-masing pihak.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian ini meliputi:
L Penyebarluasan berjta daerahlprovinsi yang bersumber dari dinas-dinas setempat untuk

rnemperbanyak triteratur berita snline RRI.
2. Penyediaan alokasi narasumber yang dibutuhkan untuk kepentingan siaran yang terkait

dengan disenrinasi program dan kebijakan pemerintah daerah setempat.
3. Penyediaan saluran komunikasi dan informasi antara Pernerintah Daerah (Kota/

Kabupaten) dengan masyarakat dalam hal penyebaran berita daerah/prnvinsi maupun
promosi potensi daerah setempat.



PASAL 3

I{AK DAN KEIHAJIBAN PARA PIHAK

1. Hak daa Kewajiban Pihak Kesatu:

b.

c.

d.

b.

c.

d.

Mendapatkan kesempatan untuk berkoordinasi dalam tnerencaRakan,

melaksanakan, dan evaluasi peran Pihak Kedua, dalam kegiatan pengelolaan

informasi dan komunikasi publik meliputi: psngunggahan herita teks (tidak

termasuk press release), berita fioto, dan atau berita video kedalam Content

Management System (CMS);

Mendapatkan narasumber daiarn pelatihan jurnalistik atau pelatihan teknis lainnya;

Mendapatkan akun pengguna Content Management System (CMS) dari Pihak

Kesatu untuk kegiatan pengiriman konten informasi;

Mendapatka* dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu melalui

sarana dan prasarana siaran videotron milik Pihak Kedua dengan sebelumnya

dilakukan persetujuan terlebih dahulu oleh Pihak Kedua;

Untuk pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud ayat t huruf (a),

(b), dan (c), Fara Pihak dapat menunjuk Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja

masing-rnasing Pihak dan dalam pelaksanaan kegiatan ini dapat dilaliukan secara

daring maupun luring;

?. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua:

Memberikan kesernpatan untuk berkoordinasi dalam merencanakan, melaksanakan,

dan evatr*asi peran Pihak Kesatu, dalam kegiatan pengelolaan iafomrasi dan

komunikasi publik meliputi: pengunggahan berita teks (tidak termasuk press

release), berita foto, dan atau berita video kedalam Content Managernent System

(cMS);
Memberikan narasumber dalam pelatitran jumalistik atau pelatihan teknis lainnya;

Memberikan akun pengg$na Content Management System (CMS) kepada Pihak

Kesatu untuk kegiatan pengiriman konten informasi;

Memberikan dukungan penyebarluasan informasi kegiatan Pihak Kesatu rnelalui

sarana dac prasarana siaran dengan sebelumnya dilakukan persetujuan terlebih

dahulu oleh Pihak Kedua;

Sebagaimana dirnaksud ayat 2 huruf (a), {b), dan (c), Para Pihak dapat menunjuk

Ferangkat Daerah dan/atau Unit Ker.ia masing-masing Pihak dan dalam pelaksanaan

kegiatan ini dapat dilakukan secara daring maupuil luring;

e.

e.
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PASAL 4
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu I {satu} tahun terhitung sejak

tanggatr ditandatangani.

2. Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang, diubah" atau diakhiri, atas persetujuan

Para Pihak melalui pember{tahuan tertulis dari salah satu Pihak kepada Pilrak lainnya
paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum dilakukan perpanjangan, perubahan. atau

pengakhiran.

PASAL 5
r{AH AIA$ KEKAYAAN INTELEKTUAL

l. Hak Kekayaan Intelektual yang dibawa oleh salah satu Pihak untuk pelaksanaan

kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini tetap menjadi rnilik Pihak tersebut.

Z. Para Pihak menjamin Hak Kekayaan Inteleklualnya tidak berasal dari pelanggaran

hak-hak yang sah ataupun yang masih dalam proses sengketa keabsahan Hak
Kekayaan lntelektual pihak diluar Para Pihak.

3. Para Pihak harus be*anggung jawab apabila adanya klairn kepemilikan legalitas
penggunaan Hak Kekayaan lnteleklual yang dibawa oleh masing-masing Pihak
untuk pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6
PEMBTA\AAN

l. Segala biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sarna ini
dibebankan pada anggaran masing-masing Pihak berdasarkan ketenfi:.an peraturan

perundang-undangan.

2. Ketentuan dalam ayat {1) tidak menutup kemungkinan bagi Pihak diluar Para Pihak
dalam bentuk iklan dan spcnsorship yang tidak mengikat, dengan rnemperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



PASAL 7

KORESPONDENSI

1. Dalam rangka korespondensi darlatau pelaksanaan kegiatan Perjanjian Kerja Sama,

Para Pihak menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai

penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:

PIHAK KESATU : Kepala Dinas Kornunikasi dan Inforrnatika

Kab. Tapanuli Selatan

Komplek Perkantoran Pemerintahan

Kabupaten Tapanuti Selatan Jl. Prof. Lafian

Pane Sipirok, Kab. Tapanuli Selatan,

Sumatera Utara

PIHAK KEIIUA : Kepala RRI SiboXga

Jl. Ade lnna Suryani ].{asution No.11, Sirnare-

Mare, Kec. Sibolga Utara, Kota Sibolga

Telepon (0631) 225M

Ernail : rrisbg.lpu@gmail.com

2. Para Pihak dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7
(tujuh) hari kalender.

3. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima,

maka segala korespondensi penyanrpaian inforrnasi tetap menggunakan alamat

korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (l).

Pasal S

PEMANTAI}AN DA}{ E\ALUASI

l. Para Pihak sepakat melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan

Perjanjian Kerja Sama ini seeara berkala paling sedikit I (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun,

i



1.

2.

1.

2.

Pasal 9

PERUBAHAN

Setiap perubahan dan/atau terdapat hal-hal yang belum diatur dan/atau beium cukup

diatur dalam Pedanjian ini akan diatur dalam adendurn yang disepakati oleh Para

Pihak sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian.

Bila salah satu Pihak akan melakukan perubahan terhadap isi Ferjanjian ini rnaka

Pihak yang akan melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada Pihak

lainnya selarnbat-lambatnya 45 (empat puluh lima) Hari Kerja sebelum perubahan

tersebut akan dilaksanakan dan Pihak lainnya wajib memberikan jawaban rertulis

dalam kurun w*ktu tersebut"

Pasal 10

PEFTYELESAIAN PERSELISTHAN

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan perselisihan dalam

pelaksanaan Perjaqiian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh Para Pihak secara

musyawarah untuk mufakat.

Pasal 11

KEADAAN KAIIAR

Apabila terjadi hal-hal yang di luar kekuasaan Para Pihak atau.force majeure, dapat

dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan waktu pelaksanaan tugas

pekerjaan dengan persehrjuan Para Pihak.

Yang termasukJbrce majeure terdiri atas:

Bencana alarn dan ncn-alam;

Kebijakan Pemerintah di bidang fiskal dan monerer; dan

Keamanan yang tidak mengijinkan.

a.

b.

c.



Pssal 12

PENUTI.]P

l. Perjaqiisn iai dibuat dan ditand*tangani dalam rengkap 2 (dua) asli, di atas kertas

bermcterai c*kup, kekuatan hukum yang sama, dan setiap Fihak

mendapatka* t ($aft) mngkap asti.

PIIIAKKESATU, PIIIAKKEDUA,

KepalaDinae Komrmika*i dan taformatika Kepala LPP RRI Sibolga

Kab. Thpanuli Selatan

Dre. M, Ingenan Dalimunthe Yenni Peter La&rherq S.Sos
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